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TAKARTA, KOMPAS —
HKorupsi mencusullkkar.

HKomisi Permberantasan
dAana optirmmalisasi dilhhbapuskan

daryri Ancscaran Pendapatan dan Belanja INegara
Ikarena ditengarail jadi Iahan bancakan angsota DEPER.
Scejumliah legislator didusa jadi makelar dengan dalilh
mermpelrjuanglkan damnmna itu untulk proyelk tertentua.

IDana optirmalisasi yvangs dalarn
APBIN Perubahan 2016 besarnaya
Rp S5S8.36 triliun merupalkan dana
A berasal Ad=aari rerubalh ax
asurmsi mnmakro., kenailk=ia. "Tarset
Prendapatan negarasatau efisiensi
belanja nesgara. IDana itu biasanya
dipak=aai untulk tambahan baelanjg=a
kementerian dan letnbasa negara
serta belanja transferrdacTa=iys

Provelk angs Tdiatuar annssot=oa
Komisi ITT IDPR dari Fraksi Partai
INDemolkirat, T Putu Sudiartan=a.
yang ditangkap K PIK pada Selas=a
Ilalu ditengsgarai dibiayai dari dana
optirmalisasi. Proyelk itu adalah 1=
ruas jalan di Summatera Barat se-—
nilai Rp 300 midliar.

IDalarn TupavaT mengsatur ka-—
suas ini. Putu yang telah ditetap—
kan sebasai tersangka olelh KPE
didusa menerirma suap Rp 500
Juta.

IDeputi Bidangs Pencesahan
KPP Pahala INaingsolan, Kamis
C(EBO/6). menuturkan. sudalh ada
beberapra conitoh kasus korupsi
N ATIEE Imernantaatikanm dAzmasrys=x opti-—
malisasi. Misalnya. Ikasus belkas
anggsota Komisi VWV O IDOPR., IDasna—
santi VWisru Putranti. yang di-
tanskap K PEK pada Jannuaari 2016
Ikarera menerirma suap terlkait
pProyelk jalan di Mialulkua .

PBelkas angsota Badan Angsar—
=S o (Bangsar) DR A=A Ode
INurhay=ati. Imenerirma suviapr = —
rexryr= mensupayalkan beberapa
kabupaten masulk dalarn daftar
PrPenerirma alokasi dan=a PpPenyae—
suaian infrastruktur daerah ta—
Ihwar 20313

Pengarubh
AAnmgsota Bansgssanr DR dari
Fralks FPartai Fizmnmura, IDadans

Rusdian=. mmensatakar., PpPada
Primnsipny=a alokasi detail dana op—
timalisasi ditentul=an oleh Ke—
rmenterian Keuangan dan Bang-—
sar IDOFPIRD IDhNarruarn,
M UASATYIAN 22, ammmoota DR AT AEE
mermililcd . Jaringan dan koneksi
Ju=s"DHisa memengsgaruhi keputuas—
an pemerinmtah saat menentulkan
detail darm= optrtimalisasi. Anaggota
POPFPR Bbersanigkoatan bisa rmerupa—
kan ansgsota Bangsar atawu tidals.

Anssota IDPR yang berperan
sebasai makelar mengshuabuansi
pPemerintah daeralh atau pPens—
usalha aAdi daeralh tertemnytu Iang
dirtencanalkan akan mendapatlcan
aliran dana optirmalisasi. Angsota
INDevwan tersebut meminta pernda
atau rensusaha terkait mmtulk
mensajukan proposal yans bexr-—
ikutnya akan ia perrjuansikan me—
lalui kemampuan lobi ke permne—
rimtah pusat.

Biasany=, sebag=ai balas jas=a.
ansocota DODPR bersanglkutan aTnexr:—
dapat uang pelicin atau suap dari
Prensusahha atau pemerintabh: da-—
erah ang berkepenitimgan e —
ngeijakan proyvelk TSisterny yans
dibangsgun seperti apa pun akan
tetap bisa diterobos olelhh okc—
nurm—oknum pemain di DODPR. Ce—

dalayrm perua—

1al PerrraiTiary itua Aalcoary selalu
ada.” kata IDadans.
Angocota Banggsar dari Fraksi

FPartai INasdermm. Johnny G Plate.
menambahlkan., permainan bisa
saja terjadi di panitia kerja APBINI
Ikaremnaas dana optirmalisasi dibahas
dan diputuskan di panitia kexrja-
TINamun. biasanya celah untulks
melolbhi ity aada di luar permb=aa—
hasan panitia kerja. Justra ketilkea

(Bersambung ke hal 1S5 kol T—<a4)
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POLA KORUPSI ANGGOTA DPR

Adriansyah (Anggota Komisi IV)

Kasus: Suap pengurusan izin usaha pertambangan
batubara PT Mitra Maju Sukses.

Modus: Adriansyah menjadi perantara yang mengatur
proses izin usaha pertambangan batubara dari
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Dari jasanya ini
Adriansyah menerima uang dari pengusaha batubara
3 kali transaksi, yaitu 50.000 dollar Singapura, Rp 500
juta, dan 50.000 dollar Singapura. Uang tersebut
mengalir ke Adriansyah melalui perantara.

Dewie Yasin Limpo (Anggota Komisi VII)

Kasus: Suap perencanaan anggaran proyek
pembangunandpembangkit listrik mikro hidro di
Kabupaten Deiyai, Pdpuas

Modus: Memasukkan proyek pengembangan pembangkit
listrik tenaga-hidro di-Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua
ke dalam_ permbahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara tahun 2016.

Damayanti Wisnu‘ Putranti
(Anggota Komisi V)

Kasus: Suap dari perantara pengusaha untuk melicinkan
proyek Kementerian Pekerjaan Umum di Indonesia timur.

Modus: Kontraktor yang ingin menang pekerjaan
infrastruktur yang dibiayai dana aspirasi DPR
memberikan komitmen “fee” 6 persen dari total nilai
proyek

I Putu Sudiartana (Anggota Komisi liI)

Kasus: Suap pembangunan 12 ruas jalan di
Sumatera Barat

Modus: Putu yang bertugas di Komisi I, yang mem-
bidangi persoalan hukum, ditengarai bisa “mengatur”
proyek infrastruktur senilai Rp 300 miliar yang

jadi ranah Komisi V DPR.

ARSIP KOMPAS
~

Sumber: Litbang “Kompas”/STI/INO, diolah dari pemberitaan “Kompas” INFOGRAFIK: GUNAWAN
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Dana Optimalisasi Menjadi Bancakan

(Sambungan dari halaman 1)

sampai di panitia kerja, semua
terkesan sudah sesuai aturan,”
yjarnya. '

Ketua Komisi V Fary Djemi
Francis mengatakan, proyek 12
ruas jalan di Sumatera Barat yang
diatur Putu tidak pernah dibahas
di Komisi V saat awal pengusulan
dari mitra kerja. Proyek tersebut
baru muncul setelah pembahas-
an dilanjutkan di Banggar ber-
sama pemerintah,

“Komisi V juga tidak tahu ba-
gaimana detailnya karena kami
tidak pernah membahas proyek
jalan di daerah dalam pemba-
hasan awal. Kalau seperti itu, ada
kemungkinan itu adalah dana be-
lanja transfer daerah yang diba-
has di Banggar,” kata Fary.

Sementara itu, Johnny Plate
menjelaskan, proyek 12 ruas jalan
di Sumatera Barat yang diatur
oleh Putu masuk ke dalam pos
belanja Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat.
Proyek tersebut kemungkinan
dimasukkan lewat jalur dana op-
timalisasi di panitia kerja di
Banggar karena tidak muncul sa-
at usulan awal di komisi.

Mekanisme penganggaran

KPK mengusulkan pengha-
pusan dana optimalisasi. Hasil
kajiani KPK terhadap dana op-
timalisasi pada APBN 2014 telah
menunjukkan adanya potensi ko-
rupsi program-program titipan di

kementerian dan lembaga lewat
dana optimalisasi. Hal ini terin-
dikasi antara lain dari analisis
KPK terhadap pratinjau atas pro-
ses dan perencanaan serta pe-
manfaatan dana optimalisasi
APBN 2014 yang menunjukkan
ada program atau kegiatan de-
ngan dana optimalisasi yang ti-
dak diusulkan kementerian atau
lembaga.

Selain itu, ada pula program
yang belum diusulkan ke Ke-
menterian Keuangan dan Badan
Perencanaan. Pembangunan Na-
sional serta tidak sesuai-rencana
strategis. Sebagian™ hasil akhir
program yang menggunakan da-
na optimalisasi tidak jelas atau
tidak terukur.

Secara umum, KPK juga men-
dorong agar ruang-ruang “gelap”
dalam penganggaran di DPR
yang kerap dimanfaatkan ma-
kelar proyek bisa ditutup. KPK
berencana mengusulkan 'pem-
bentukan tim untuk mengobser-
vasi tahap-tahap krusial peng-
anggaran sekaligus penghapusan
dana optimalisasi dari APBN ka-
rena Tentan disusupi proyek
"jjon”.

Wakil Ketua KPK Laode M
Syarif menyatakan, KPK hendak
mengusulkan pelibatan tim KPK
sebagai pemantau dalam setiap
pembahasan anggaran di Komisi
V yang mengurusi infrastruktur.
Dia berharap Komisi V bisa
memberikan informasi tahap-
an-tahapan pembahasan yang ra-

wan korupsi sehingga KPK bisa
mencegah  sebelum  terjadi
korupsi.

“Kami sadar KPK tak punya
kewenangan untuk ikut campur
dalam urusan internal DPR.
Tetapi, jika diminta, KPK siap
membantu agar peristiwa serupa
tidak terjadi lagi di masa depan,”
kata Laode.

Direktur Eksekutif Komite Pe-
mantauan Pelaksanaan' Otonomi
Daerah Robert Endi Jaweng me-
nuturkan,  pengawasan dalam
proses perencanaan, . pengang-
garan, dan pelaksanaan anggaran
memang harus diperketat.

Robert juga mengingatkan, pu-
tusan ~Mahkamah  Konstitusi
(MK) padartahun’ 2014, bahwa
DPR tidak lagi memiliki kewe-
nangan sampai kegiatan dan jenis
belanja, harus dijalankan.

"Dengan putusan MK itu, DPR
tidak boleh membahas anggaran
sampai detail proyek. Sesuai ke-
tentuan, kewenangan DPR ada-
lah pada politik anggarannya. Ar-
tinya, tugas DPR adalah memas-
tikan agar politik anggaran sesuai
dengan prioritas pembangunan
nasional,” kata Endi.

Namun, tertangkapnya Putu
dan beberapa anggota DPR lain-
nya oleh KPK karena menerima
suap terkait proyek tertentu me-
nunjukkan bahwa anggota DPR
masih bermain sampai detail
proyek.

Ketua DPR Ade Komarudin
menyatakan tidak keberatan apa-

bila pengawasan terhadap proses
pembahasan anggaran ditingkat-
kan. "Mungkin bisa ditingkatkan
pengawasan terhadap = proses
pembahasan anggaran, mulai da-
ri komisi sampai Banggar. Pen-
cegahan diperlukan karena ce-
lahnya selalu di sekitar itu,” kata
Ade.

Jika dana optimalisasi terbukti
lebih banyak membawa praktik
korupsi di DPR, Ade mengusul-
kan hal itu diatasi melalui model
penganggaran dan penentuan
asumsi makro yang lebih tepat.
“Tentu, hal ini harus saya bica-
rakan dengan pimpinan DPR
yang lain, serta dengan Menteri
Keuangan,” ujar Ade.

Menteri Perencanaan Pemba-
ngunan. Nasional Sofyan Djalil
menuturkan, agar anggaran ne-
gara tidak menjadi ladang
korupsi, pemerintah berupaya
memfokuskan diri pada dana dan
program yang menjadi prioritas.
Pemerintah juga menetapkan la-
ci anggaran yang sama di tingkat
pusat dan daerah.

(AGE/LAS/NDY/NAR/GAL)

©

Lihat Video Terkait

"KPK Geledah Ruang

| Putu Sudiartana”

di kompasprint.com/vod/
kpkgeledahruangputu

Suarakan komentar Anda
mengenai artikel ini dan
baca di kompasprint.com
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